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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 41 TAHUN 200§

TENTANG

PNV EL FNGGARAAN KFBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA
DAN PERMAKAMAN

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

hatiwa untik melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007

Tantang Pembontukan Kota Pagar Alam scbagal Daarah Ctonom
dan uniuk menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bErsin s0niA

:
Y stslal
Indzh;

Viempmonng 0.

b bahwa dibidang Kebersihan, dan Keincahan Kota vang dapzi
menimbtlkan permasalahan perkotagn sehingga periu nenGaturan
dan penertiban;

hahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud urui a wain D
cintas periu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Dacrah (6i&
Pracar Alam

™

Menomnaat 1 Linaana-undand Nomor 23 Tahun 1997 leniang Pencaisioin
! ~r.n Mzaaca S Tahun 1937 HNomer 8E,

pEits S td N

Lingkungan i edug {Leimbaian 18]
7 ambahan Lemparan Megara Ri Nomor 3899).

Undang-undang Momer 18 Tahun 199/ Tentang Pajak Daerah dzn
Ratribugt Cacrah {Lembaran Negara Tanun 1897 Momor 17,
iambahan Lembaran Neaara Nomor 3685) sebagaimana teiah
divhal dengan Undang-undang Nornor 34 Tahun 2000 (Lermsaian
wn 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negaia

Negara Tal
romor 4048).

(ndana-undana Nomor 8 Tahun 2C01 Tentang Pambentukan Kota
eagar Alam (Lenualed Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambana!
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4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Paraturan Perundang-undangan (Lembarsn Megara Ri Tanun 2004

Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

s Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daarah (Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambzhan

Lembaran Negara RI Nomor 4437),

6 Undana-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
“cuahgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran  Neqgara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
| ambarar Neqgara Rl Nomor 4438),

7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis
micnigenai dampak lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara
Rt Tanun 1924 flomor 3838),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
I"\-‘nr«h-'

et A

9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Vivalitas Alr dan pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Ri Tahun 2001 Nomor 153).

Dengan Persetujuan Bersama

NEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN
ERATHRAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
YEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA DAN PERMAKAMAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Jalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Nacrah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
Pemerintzh Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

Kenala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
Kotz zdalah Keota Pagar Alam;

e W Ped ek
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Pemilik adalah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan
hukum memiliki harta kekayaan;

Penghuni adalah setiap orang yang memakai dan atau menguasai
sesuntu bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun
alas nama badan hukum;

Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat
bangunan sebagai tempat tingga! atau tempat kegiatan lainya, milik
prnibadi atau badan hukum, termasuk parit, selokan pagar dan riool
didalem / diluar persil,

Banaunan adaiah seliap bangunan yang berada di atas persil yang
diperqunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya,
milik pribadi atau badan hukum, termasuk kantor, gardu listrik,
tempat-tempat pemberhentian bus daii vanyutidit idiinyd,

Tempat sampah adelah wadeh atau tempat yang telah ditentukan
oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah;

lrotoar adalah lajur dipinggir jalan yzng disediakan khusus untui
Peialan Kaki;

Sungal dan Anak Sungai adalah Saluran Air yang besar yang ada
paca umumnya menampung air kotor dan air hujan;

Selwan adalah setiap jalur galian tanah meliputi seiokan, riool,
saluran terbukan dan saluran tertutup;

Taman adalah sebidang tanah yang diperuntukan bagi penghijauan
dan keindahan kota yang meliputi taman bunga, taman bibit, jalur
hilau dan taman-taman lainya yang dibangun dan dipelihara olch
Femerintah Kota Pagar Alam;

Pohon pelindung adalah pohon-pohon yang ada pada umumnya di
taman peda kini kenan jalan yang ditenam da dipelinara olch
Fenenintan Kow iFagar Alaim,

Sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dart pendudul,
waruny., rumah, ook, kantor dan badan usaha lainnya;

Portal adalah besi yang dipasang membentang diatas pada pangre|
jalan, agar setiap jenis kendaraan dapat memasuki jalan tersebut,
Podaganc Minuman atau Makanan Keliing adalah pedaganq
minumzn atau makanan yang tidak mempergunaken suatu tempal
yany 1efap,

Retribusi adalah Pendapatan daerah sebagai pembayaran atas
seinakaian kekayaan daerah;

Vvalib rettibus adatah pribadi atau badan yang memuat Peraturan
Parundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk melakukan
pempayaran refribusi;

Petak tanah makan adalah tanah makam yang digunakan untuk
~einakamikan jenazah yang berada di taman pemakaman umum;
Diskat makam adaiah tanda nisan terbuat dari beton bertutang,
Pamakaman tumpangan adalzh pemakaman yang dilakukan pada
sutu petak tanan setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
Pamakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu
netek tanah seteleh masa penggunaan tanah makam berakhir;
Jenazah adalah jasad / orang meninggal dunia secara medis;
Jenazah oreng terlantar adalah orang yang meninggal tanpa
diketandl identitas dan anii warisnya;

Orang tisak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar
memerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

K antor Pamakaman adaiah Kantor pemakaman Daerahn Kota Pagar
Alam:

Petugas kantor pemakaman yang berwenang adalah Petugas
karfor pemakaman yang ditunjui oleh Walikota Pagar Alam



29.

molaksanakan tugas sehari-har ditaman Pemakaman Umum
(TPU),

Toman pemakaman umum adalah Taman pemakaman untuk umum
yang berada dibawah pengurusen dan pengelolaan Pemerintah
Davrah Kola Pagar Alam,

Taman Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan
untuk tenipat pemakaman yang karena factor-faktor sejarah dan
factor kebudayaan mempunyai arti khusus;

Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman
umurm yang lerdii dari pelak pemakaman,

Biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan
dengan surat keterangan dari lurah;

Kroomatrium adalah lempat pembakaran jenazal, dan atau
kerangkah jenazah;

Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun
dilingkungan  krematrium dipergunakan untuk menyimpan abu
jonazah setelah dilakukan perabuan jenazah;

Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah semantaro
menunggu pelaksanaan pemakaman dan afau perabuan jenazah
{(wremasi).

BAB Il
L APAMC AN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pemilik atau penghuni suatu bangunan , peisi ui wallLRall .

a

(1)

{2

-

Memalihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu
vang ada pada persil tersebut, termasuk tamannya, jalan masuk,
perkarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran-
saluran pembuangan atau riocl yang ada diluar dan didalam
pelsinya,

Memagar persiinya dengan baik dan dikapur atau di cat dengan
rapi,

Tap-tiap awal bulan juni mengapur / mengecatnya kembalt,
Aomikian juga dinding [ tembok bangunan pada sebelah luar

dengan baik dan rapi.
Pasal 3

Parmilik atau penghuni suatu persil yang terletak disepanjang jalan.
dimanz sampzahnya diangkut oleh Pamerintah Daerah, divajibkan
menyimpan / membuang sampahnya dalam kotak sampah, kanteng
plastic, kardus dekat pintu halaman atau bangunanya dan

penyitnpannyd kembali pada tempat yung tidak terlinat dari jalan;

Bentuk jenis dan ukurannya kotak sampah tersebut pada ayat (1)
diatas ditetapkan lezih lanjut oleh Walikota,

waminik atau penghuni suatu persil, diwalibkan mengizinkan petugas
Pamarintah Dacrah untuk memasuki perkarangan rumah atau

norciinua hila aleh Pamerintah Daerah akan melakukan suaiu
~-:oriazn untuk kepentingan umum,

r

i mweaiiban-kewajiban torsebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut
diatas senaniang untuk kebersihan ume, maka kepada pemilik ztcu



penghuni  suatu persil  yang tarlotak  ditempat-tempat  yang
sampahnya tidak diangkut oloh Pemerintah Daerah, diperkenan®an
untuk menimbun sepenuhnya itu dengan tanah yang tebainya tidak
kurang dari 10 cm, didalam suatu lobang Y2n3 jaroknya tidak
kurang dari 4 m dari jalan, atau membuangnya keteripat daerah
antara jam 07 00 dan jam 16.00.

pPasal 4

Menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 (tiga) Peraturan
Daorah ini diperkenankan :

s Menempatkan sampah dari kebun dalam ikatan-ikatan yang
panjangnya tidak lebih dari satu meter dengan garis tengahnya
tidak lebih dari 0.4 meter didekat pintu halaman;

n  Mamasukan vatoran Bindtss, cicn pahan kergjfinan aiau tongkaran

dari bangunan-bangunan kedalam tempat berupa peli, bak,

keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya muat
cehanyak-banyaknya 0.2 m3, serta diletakkan dimuka pintu setiap
bangunan atau oleh setiap bangunan atau halaman untuk diangkat

oleh usaha penduduk.

pasal 5

Prdagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang
Aien

~oah akibat dari pekerjaanya itu ke tempat sampah yang cisediakan

Sl it A

sebelum meninggaikan tempat usahanya.

Pacal 6

(1) Walikota dapat menentukan hari dan jam untuk membersihkan
cocara borkala bagi semua persil, bangunan, jalan saluran dan

ottt

sumur diseluruh bagian kota tertentu;

(2) Pada waktu membersihkan berkala dimaksud dalam ayat (1) diatas
beilangsung dan jika dipandang perlu, semua barang perabotan
mumah Tangga juga perlengkapan tempat tidur dapat dikeluarkan
dari rumah untuk dijemur.

Pasal 7

yaliketa dapat memerintahkan pemilik atau penghuni bangunan atau
dikasakan untuk memperbaiki, memplester, mengapur, mengetir atau
mengecat bangunan dan pagarnya, serta memotong tanaman pagamya
hingga paling tingg! 1,50 meter.

Pasal 8

futarang

Menyebar gfau menempelkan poster, slogan disepanjang jalan. di
potion-ponon  ataupun dibangunan-bangunar lainya fanpa izin
yiaiikcia,

b Menauras septitank, sebelum kotoran dibuat tidak berbau terlebin
Januiu dan kewran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang
< aipin ditempat yang sudan ditentukan oleh Walikota;



n

Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempattempat
pembakaran sampah,

Membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai
binatang d! jalan sungai-sungai, got, riool dan di taman-taman,
Membuang sampah dari atas kendaraan di jalan-jalan,

Menimbun barang-barang dengan tidak teratur dihalaman atau
wapangan lainnya;

Memaomat | moerusak nohon-pahon nelindung atau merusak pagar
dar tanaman serta bangunan-bangunan pada taman,

petialan dan bermain-main diatas fapangan rumput pada lanaman,
Mandi dan mencuci dikolam-kolam umum / air mancur yang dikelola
cleh Pemerintah Kota Pagar Alam;

Menghentikan dan menjalankan kendaraan di atas lapangan rumptt
atau p.nqg:r Ja'an yang ditanami rumput;

Mencucl kendaraan di pinggir / diatas jalan dan sekitar kociam
umum,

Meletakan rangka-rangka / rongsokan kendaraan atau lain-fain
barang rongsokan / besi tua dipinggir-pinggir jalan atuu ¢i tanah-
manan lapang yang telah ditunjuk oleh Waitkota,

Ma'opackan tornak horkaki empat berkeliaran di jalen-jelon / di
taman-taman;,

Merintanar aliran 2ir sungai atau saluran lainnya;

Menjeraur pakaian / barang cucian lzinnya, atau barang tempat

ndur yang kelihatan dari sehingga mengganggu keapikan dan
keindohan,

Pasal 9

Remilik atat penghuni suatu persil di wajibkan :

&

(1)

(2}

Mencbang  pohon-pohon  yang ada pada persiinya  yang
dikkawatirtkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban,
iiemanagkas pohon-pohon dan pagar-pagar hidup pada persilnya
selambat-lambatnya satu minggu sctelah menerima surat perintah
dari Walikola sesuai dengan ketentuan yang tericwu. pada
Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

tanra 1zin Wwalikora dilarang menjadi penjaga KenGaiaai aiau
usaha penjzgean kendarazn dualan atau ditempat-tempat umum

P b et R B 24 s

lamnnva,

Penjaga kendaraan yang telah mendapat izin seperti tersebut pada
i 21 diatas, diwajibkan memakai tanda-tanda yang ;0'

(diir| 2} wo f

menurut ketantuan yang ditetapkan oleh Walikota;

Surat 1zin dapat dicabut apabifa pemegangnya melakukan
nelanggaran {erhada P yang tersebut dalam ayat (2) diatas alau
peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan itu.



Easn e

g

Poey 11
P - e

o Menteian pretgn Densin g Ml e 400 Surum et
R e W "M oy '1“ LA TV L = o
Jw MWAR L e, Apts Daitiayn Sl e

R T a————— e T SR trebney

) it gobo batudar sen doiles Bisoe e’ 1 ok v
e R s o
Padd Musias Sermiasdt Wrdoe dan bl N

' et et el gl bt argersy Slau Lt Poerle [P TR T

P
I Sab vumgir @@ T TR T Y LU e T jus-te - e
fom s of v 0 MuAh P b an urib Ao aarcaah atas win Waknots

Metibuang slay mendapeian bends bernds EPApR pigs ke

k1 gy dapal toembahayskan e tas A MRGGRTggY

b arniban sada b pindnihan kola

. b et gl msevardalken raribiseny  den e unes
b e fusot TANAS Landa Dalhs PaCNDAtARn raereog ewreital Wl
s 14 b e tands batAs DT PID PIpA &Y, DA R NS

s DU eneiRNQSN jelan  Pager jalan den taman porsl oan

s plat alat sejers du tanpa n Watis oty

A
16 MPAT PEMAKAMAN

Pasal 11

o OranG Yang meninggal dunia draiayah doarah K08 Fage

L aaius dunmakamien ditempat pernakaman at u diabuhs’

s denoan sslettuan agama atau K eDOIC Ay ST MESNG-Muss
lnh - ana hare qngyu{ml

-

1, Tempat pomakaman sebagaimana dimaksud pada ayet (1) pasal i

adaigh

5 1aman pemakaman Umum,
T aman pemakaman khusus,
ampal penyirpanan abu jenazah

Pasal 13

(11 Taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus ahag

il uew

+ Hagian umat isiam, untuk orang-orsng yang pada saal
e wiggaiiye boragama islam,
ac.an umat knsten, untuk orang-orang yan( pada sael
manraasingg beragama Kasen

¢ Maflmdw.mmmmm
manin Jgainyd beragama Hindu,

! ®Gacisn umal Budha, untuk ofang-ofang yanp pada sgal
m*rmggtlﬁ?lmm.

2y Wiavkota Pagar Alam menunjuk bagian dan laman pemakam.an
i sebegel linglkungan tempat pemakaman tersendiri LY



memakamkan orang-crang yang pada saat meninggal dunia
menganut kepercayaan lain dari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal in.

Pasal 14

\Walikota menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam
untuk tiap-tiap taman pemakaman umum menurut tata letak dalam
taman pemakaman umum yang bersangeutzn.

Pasal 15

(1) Ukuran perpetakan tanah makam adalah panjang maksimal 2,50
(dua lima puluh persen) m x| 1,50 (satu lima puluh persan) meter,

(2} Walikota dapat menctapkan ukuran perpetakan tanah makam
calain sebegaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila
terdapat pcmakaman secara masal.

Pasal 16

\Watikota HPagar Alam dapat mengarahkan pemakaman jenazah atas
Anmar pembagian wilayah pemakaman {rayonisasi).

Pasal 17

(11 Watketa Pagar Alam menetapkan lokasi untuk taman pemakaman
vranm. taman  pemckaman khusus, crematorium, tompat

panyimpatian abu jenazah dan rumah duka sesuail rencana umum
snta ruang dacrah ithusus ibu Keta Pagar Alam;

wailkota cengan persetujuan Dewan menetapkan penutupan dan
nenibahan peruntukan  taman pemakaman umum, tainan
pemakaman khusus dan crematorium beserta tempat penyimpanan

sl -qn-r_--:i-\

Cla e [ d Ardiand i by

BT
ra

(4y [engan menagingat akan nilai-nilai social agama yang ada pada
ol makam, maka pemanfaatan perubahan  peruntukan

Lehagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan

norinritng echagai berikut !

a  Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan
pambangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum
rolonghapnya;

b Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;
c. Untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan
panpangunan umum; .

o Lintnk mmhnnr_nmnn prasarana dan sarana bangunan umum

wannya.
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BAB IV
PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pemakaman

Pasal 18

Setap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau
dizbuban (kromasi) dalam wilayah dacrah khusus Kota Pagar Alam
diiaporkan k2pada furah dan pusat kesehatan masyarakat setempat
sertc Dinas Pemakaman;

Jenazah vang akan dibawa keluar Daerah Kota Pagar Alam harus
dilaporian kepada lurah setempat dan Dinas Kesehatan,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) pasal int harus
Jsempakan cich keluarga atau shit warnis atau pthak yang
berianggung jawab atas ienazah vang bersangkutan.

Pasal 19

Patugas pusat kesehatan masyarakat setempat mengadakan
pemeriksaan atas jonazah borsanghitan eahuhiinasn  danzar
faporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan
~emariksaan oleh petugas dinas keschatan sebagaimana dimaksud

Pl i

dalam pasal 106 ayat (2) dan ayat (3),

pemieriksaan ienazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pas
Lo ndal peilu lagi bagi jenazah yang telah memiliki sur
KATerANaan pemeriisash;

Sc. dasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1
Gan (2) posal ini dikeluarkan izin oleh dinas pemakaman untux
witan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan oleh
dinac kocohatan untuk tujuan schagaimana dimaksud dalam pasal
i 8 ayal (£),

Untuk tujuzn sebagaimana dimaksud 18 ayat (3) dalam pasal ini
Uit iuakan izin cleh Walikota.

Pasal 20

Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 jJam
Sebelah yang bersangiutan meninggal dunia;

Panardoan jangka wakiu pemakaman sebagaimana dimaksud
~ara ayat (1) pasal maksima! 5 (fima) hari dan hanya dapat

Ly AL

isknian dencan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk kecuall
nag yang mendenia penyakit menular,

iar azzh vang nemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat
s disimpan dalem peti yang didalamnya berlapic
sena dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratar 1ya
Apsinpkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk. -

L PRy

M onal ind o



Pasal 21

(1) Jenazah yang akan dimakamkan dibawa ko krematorium . dan atau
-umah duka harus ditompatkan dalam kendaraan jenazah atau

Lsuaan ]nnuzah;

(2y Penpangkutan jonazah dapat dilakukan oleh dinas pemakaman.

Pasal 22
pamenntah Daedah menguius dan molaksanakan pemakaman jenazah
arang terlantar 2123 beban biaya daciah.

Bagian Kedua
Pengguanaan Tanah Makan

pPasal 23

(1) Tiap petak tonah di Taman Pemakaman Urr'r_rr_\. harus
dipeigunanan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau
banlang pada tap berakhimya penggunaan tanah makam.

liap petak  tanan makam @ Toman Pemakaman Umumi
dincrgunakan  untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabia

voadaan tanahnya tidak memungkinkan;

(4 Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggoto
Koluaiga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis
4o kelarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas
isparah yang ditumpangi,

(ay Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping
jeiiacull yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak
anrara lenazan dengan permuknanlanah minimal 1 (satu) meter,

() Pemakaman  tuipanuan dapat dilaknkan  sesudah  jenazah
Aimatomkan minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Datak tanah makam hanva diperuntukar bagi jenazah atau kerangka
dar, tidak dibolehlan untuk pesanan persediaan bagi orang yang halum
menmaaal

Pasal 25

netai tanah makam diber tanda nisan berupa plaket makam
dengan uhuran bagian atas 40 (empat puluh) X 20 (tiga puluh) conti
metel cengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) centi meter dan bagian
salakang 15 (ima belas) conti meter dan ukuran dasar 60 (cnam puluh)
< 50 e puiuh) conti meler dengan ebal 10 (sepuiuh) centt meter

erfuiickan nomor +lok, petak, nama dan tanggal pemakaman ©orang

¥ LYY
(ST RELRL T LY L

14}



Bagian Ketiga
Waktu Pemakaman

Pasai 26

Waktis memokamkan, menggali, memindahkan dan menggabungkan
jenazah dilakukan antara pukul €5.00 sampai dengan pukul 18.0C
kecuall apabia Waikota/ Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
mengijinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar kangka waktu dimaksud

sibaiingigen iy P

BAB IV
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 27

(1) F«‘or‘nmdahan jenazah dan satu petak tanah makam ahli waris atau
. yang bertanggung jewab aias jenazah yang bersangkutan,
NaFs ﬂmnuamt izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;

(2y Pemindahan ienazah dan satu petak tanah makam ke petak tanah
lain untuk kapentingan umum dapat dilekukan atas izin walikota.

- pA el

Pasal 28

1) Pennaalian lenazah  untuk  kepentingan  penyidikan  dilakukan
cormintzan pejabat yang berwenang dengan persetujuan walikota

atau pembat yana ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga

byt bl yarapiet
et e -u-a-J ‘wau-l.

Penaaalian ienazah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
." 1) pusal i, yang dilakukan sebelum jangka waktu & (er~" br'ian
woan dimakamkan dilarang dihadin oleh orang [iin kecuail

nr\hun-u u-';rn hﬂrcﬂngbLf n.

RpE v/
PEMELIHARAAN

Pasal 29

(n .-rrrrHr-nraun dan ncrawatan taman pemakaman umum dilakukari

(2} Perawatan jenazah dapat dilakukan ofeh kantor pemakaman:

4} Petuaas dan penjaga taman pemakaman umum diatur dengan SK
Waiikota Pagar Alam.

BAB Vi
LARANGAN

Pasal 30

-

tiemakamkan  jenazah  selain  pada tempat pemakaman

S uqu.m ana dimaksud dalam pa.:aI 2
tAanciikan banaunan makam diatas petak tanah makam;



¢ Mendinkan, memasang. menempatkan, menggantungkan benda
apapun diatas atau didalam potak tanah makam serta yang dapat
momisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali palkot
makam scbagaimana dimaksud dalam pasal 19,

§  Menggunakan peti jenazah yang lidak mudah hancur,

o Monanamkan pohon dipetak taman pemakaman umum kecuall
tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan cleh kantor

pamakaman,

BAB VIt
[ATA TERTIB DITAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 31

(1) “etap orang vang berada ditamar pemakaman umum harus
barlaku tortib

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini,ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

BAB VIl
RETRIBUSI

Pasal 32

Uniuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi)
Al by p

g atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatu

-l

b
seliap o
i1a ST tral (AL T AR iaaraky ing

Pasal 33

(1) Hesarnva retnbust 2in penggunaan tanah makam adal sebesar
P 25 000 - (dua puluh lima ribu rupiah),

() Penoaunaan kendaraan dan kelengkapan untuk dalam kota
schesar Pp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

B8AB IX
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 34

Setian walib retribusi harus membayar retribusi yang terhitung dengan
tdak tergantung pada adanya surat ketetapan retribusi.

Pasal 35

(1) Jika ternyata retribusi yang terhitung «<ebagaimana dimaksud dalam
suual 34 dibayatr kurang alau sama sekali tidak dibayar menurit
bonarnva retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Waliikota, Kepala
Nacrah atau pejabat yang ditunjuknya, selama belum lewat 3 (tiga)

Lahun,

(7) Retnbusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau

dibayar,



(4) Walikota <epala daerah atau pojabat yang ditunjuk berwenang
meongurangkan atiu mombatallian haik untuk seluruhnya atau untuk
sebagian tambahan sobagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
berdasarkan kehilapan atou kelalaian vang dapat dimaafkan;

(4) Surat ketetapan retribusi sabagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
barlaky ketentuan tentang penagihan retribusi daerah.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 36

Surat  Kototapan  Retribusi  dan  tambahannya merupakan dasar

e o laTs e n\iribt lci
pUonAGInG ivuTUdol.

Pasal 37

apabia retnbusi vana terhitung pada satu jatuh tempo pembayaran hdak
a5 atau kurang dibayar, maka atas jumiah reliibusi yang dibayar

plila oy om
Gidyal civdu

dicenakan denda 50 % (ima puluh persen).

Pasal 38

Hak nntuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrast,
1o mbalian, kanaikan dan biaya penagihan.

Pasal 39

tata cora nenghapusan terhadap pumng retribusi yang diatur dalarm
Daraturan Daerah ini ditetapkan oleh Waliknta.

B8AB XI
KEBERATAN

Pasal 40

WA refribusi dapat mengaiukan keberatan terhadap ketetapan
otibusi datam pasal 32 dalam jangka waklu 3 (tiga) bula scjok

tanagal penetapan;

(2} Walikota Kepala Daerah menctapkan keputusan atau keberatan
yaiiyg wiajukan,

(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan walikota kepala daerah
ook mmenetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Laaal i, maka  keoeratan yang diaiukan  tersebut dianggap

.........

(4) Kewajiban uniuk membavar retribusi  tidak tertunda derfman
diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

.



BAB XII
PEMBEBASAN

Pasnl 41

Walikota Kepala Daerah dapat menetapkan pombobasan  atou
nangurangan  besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan
Unaran im

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Barang slapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1).
pacal 5, pasal €, pasal 7, pasa! 8, pasal 9, pasal 11 dan pasal 12
“eraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

o) Pelanagaran teihadap ketentuan-ketentuan pasal 13, 14, 20, 21
ayat (1) dan (2), 25 ayat (1), (2) de7 23, 20, 2C, 27, 2C daiv 34 waa
Pusatuian Daerah ini diancam dengen pidana kurungan solama-
lamanya 3 buian atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000.-

(lim~ nuluh iuta rupiah);

(31 lindak midana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah

S e
!."u-'ik”h:__'{ld!l."‘,

(¢) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 0
i adap pelanggaran ketentuan pasal 24 dapat dikenakan biaya
seneaakan hukum sebagian atau seturuhnya;

() Walikota Kepala Daerah menctapkan pelaksanaan dan biava
cuhagaimana dimakeud pada ayat (2) pasal ini.
BAB XIV
2 MBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43
(1) \Wankata barhak memenntahkan untuk manyingkirkan, membongkar

harong yang sesuatu yang sudah dibangun den mencegah diditikan,
atan diperbaiki kemball segala sesuatu yang berlawanan dengan

Laruan-ketentuan dalam Peraturan Dzerah ini;

LT et don pengendalian atas kopatuhan lerhadap ketenluan-
verantusn dalom Peraturan Daerah i ditunaskan pula kepada
Koea Yantor Pomakaman, Dinas Kosehatan, Kantor Calatan Siga,

i
Wankola ¢an para pegawal yang diserahi tugas untuk ttu sesua

Annnnn katontuan yang berlabu,

EAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 44

seuap pejabat penyldik umum yang bertugas menyidik tindak

pidann, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimakai
dniam Peraiuran Daerai ini, dapat dilakukan juga oleh Fenyidik

{1



(.

1L

YR ER P L

Pegawal Negeri Sipil (PPNSLD Tahun 1992 Nomor 43) Bldang
Pemakaman yang pengangkatannya ditctapkan sosuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

% Dal

am moiaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

e

i yvngan

Spmua tanan inarkam v

iy

Meonerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang
adanya tindak pidana;

Molakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan,

Vianyuih berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
nenaenal dari tersangka;

liclakunan penyitaan benda atau barang;

riengambil sidik jari dan memotret seseorang,

Mamangail orang untuk didengar dan diperikse  scbagal
jersangka atau saksi,

\enoatangkan orang ahli vang diperiukan dalam hiibungannya
dengan pemerilsaan perkara,

“iendatanakan orang ahli yang diperiukan daiam hubungannya
denaan nemeriksaan perkara;

iViengadakan  penghentian penyidikan  setelah mendapal
ctunuk bahwa tidak  terdapat cukup bukti atau peristiwa
okt bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

(AR A EL Y

moembertahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka
aiau keluarganya,

Mengadakan  tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanaqunglawabkan.

BAB XV
KETENTUAN LA

Pasal 45

s fmlile At=
v RO

Kepala Dacrah wenetapkan nola pemakaman d Daerzah

Womtn Damar Alam
wine G_L,..». ORISR L

BAB XVI
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

~riakunva Heraturan Dacrah int maka !

ang berada diluar pengawasan, Dengurusan
ehgcioaan Jemel intah Dacrah, dinyatakan berada dibawain
Wy panceloiaan Pernerintah Daera Kkecuall tempat

il
et

maisaman yana herada dalam nengelolaan Pemerintzh pusat;

(TN

o
T
weht i

Viaee et

wonln Daerah melaksanakan perubahan peruniukan

At pomakaman umum sebagaimana pada huruf a untur

\gan pembangunan umum lainnya. lzin penggunaan petak

L1

Al makam yang dibenkan herdasarkan Peraturan Daerah yang
i~ 14 totan berlaku samapi berakhirnya izin.

e gt



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai peraruran
pelaksanaannya.

Pasal48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal,3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
PadaTanggal 4 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI
LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E



